LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SLIUNJUNG
NOMOR URUT 30 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH
KABTPATEN SAWAHLUNTO/SLIUNJUNG

NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KI'RJA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTO / SLIUNJUNG,

Menimbang @ & bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisast Perangkat Daecrab, dirasa
. perlu ontuk menyesuaikan Orpanisasai Dinas
Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

b. bahwa dalam rangka meningkatlkan efelktivitas
dan efisienst Orpanisasi Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah, dirasa perlu
untuk menyempurnakan  Strukfur Organisasi
dan Tats Kerjaaya,

c. bahwa bercasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalsud deiam horef a dap b perln
menetapkan Peiaturan Daerah tentang Susunan
Chrpanizasi dan Tata Keria Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sawzhlunta/Sijunjung;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor (2 Tahun 1956
tentaig  Pembentukan  Daerah  Otonom
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 1956
Momor 25);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kesejahteraan
Sosial { Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 )

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran MNegara Tahun
1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3682);

Undang-Undang Nomor 22 Tahunl999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3834,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang  Perimbangan  Kepangan  antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
WNegara Tahun 1999 Womor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848 ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Nepara

- Nomor 4279),

Undang-Undang MNomor 38 Tahun 2003 temtang
Pembentukan Kabuparen Dharmasrava,
Kabupaten Solok Sslatan dan  Kabupaten
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
{ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348 );

145



10

11

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

zergh Tingkat [0 Sawshlunto, Kabupaten
Draerak Tingkar TT Sawahlunte / Sijunjung dan
Kabupaten Daersh Tingkat 11 Solok ( Lembaran
Megara Tahun 1990 Nomaor 50 );

Peraturan Pemenntah MNomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenaoan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Otonom
{ Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{ Lembaran Megara Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang  Teknik  Penyusunan  Peramran
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
{ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SITUNIUNG

Menetapkan

MEMUTUSEAN ;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SHUNJUG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
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BABI
KETEMNTLAN URUM

Pasal 1

Dalamn Peraturan Deersh ini yang dimaksud dengsn ¢

—

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjune

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kzbupaten
Sawahlunto/Sijunjune .

3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung .

4. Waldal Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Sawahlunto/ Sijunjung |

6. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Sawahlunto/ Sijunjung .

7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial,
Tenaga Keria dan Transmigrasi Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung,

B.  Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung.

BAEB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  merupskan unsur
pelaksana Pemerintzh Daciah di bidang sosial, 1enaga kerja dan
transmigrasi, dipimpin oleh zeorang Kepala Dinas vang berada di
hawah dan bertanggung iawab kepada Bupati melalui Sekretoris
Diaerah.

Passl 3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang sosial, tsnaga
kerja dan transmigras,
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Pasal 4

Dalam melaksanakan tusas sehagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas
Sosizl, Tenaga Kerja dan Transmigrast menyvelenggarakan fungsi

a.

(1)

2)

(3)

perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, teraga kerja dan
fransmigrasi;

pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
sosial. tenaga kerja dan transmigrasi;

pembinaan terhadap Unit Pelaksanzan Teknis Dinas (UPTD) di
bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi,

penzelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAEB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

Bagian Tara Usaha;

Bidang Perencanaan;

Bidang Sosial;

Bidang Tenaga Kerja;

Bidang Transmigrasi;

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( JoTo );
telompok Jabatan Funasional.

mrhe pe T

Bagian, Bidang, Unit Pelaksznz Teknis Dinas dan Kelompok
Jabatan Fungsional  sebagsimana dimsksud dalam avat (1),
berada di bawah dan Beanggung jawab kepade Kepala Dinas

Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerzh ini,
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(1}

()

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal &

Bagian Tata Tlsaha mempuniyai tueas melaksanskan urusan
kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan umuem

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal &,
Bagian Tata Ussha menyelenggarakan fungsi :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumah
tanggaan, humas dan protokol serta urusan umum  dan
pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,

pengeelolaan urusan keuangan dan perbendzharaan;

Paszal &
Bagian Tata [7saha terdiri dari:

a.  Sub Bagian Umum dan Kepag‘awaian;
b.  Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksnd dalam ayar (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada di
bawzh dan bertanggung jawab kepada Kepaia Bagian.

Pasal 9
Subr Bagian Umuvm dan Kepegawaian mempunyal tugas
mengelola surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan dano
pengelolaan admirdstarsi kepegavwaian;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola wrusan
keuangan dan perbendaharaan.
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Bagian Kedua
Bidang Perencanaan

Fasal 10

{1} Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi;

(2) Bidang Perencanaan dipimpin oleh scarang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang
Perencanaan menyelenggarakan fungsi

a penyusunan rencana dan program di hn:lanr.a sosial, tenaga kerja
dan transmigrast;

b, pengevaluasian Program dan Pelaporan di b1dang sosial tenaga
kerja dan transmigrasi.

Pasal 12
(1) Bidang Perencanaan terdiri dari :

4. Seksi Peoyusunan Program;
b, Seksi Evaluasi dan Pelaporan

{2) Seksi-Seksi sebapaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kzpala Seksi yang berada dibawah
dan bertanmming jawab kepada Kepaia Bidang,

Fasal 13

{1} Seksi Penyusunan Program mempunyai {Ugas menyusun reacana
dan program di bidang sosial, tenaga kerja ,dan Lransmigrasi.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengevaluasi

dan menyusun laporan di bidang sosial, tenaga kerja, dan
transmigrasi.
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(1}

(2}

Bagian Ketiga
Bidang Sosial

Pasal 14
Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
kebijakan tekms di bidang pemberdavaan sosial, bantuan sosial,

pelayanan sosial, dan rehabilitasi sosial.

Bidang Sosial dipimpin cleh seorang Kepala Bidang vang berada
di bawah dan bertangeung jawah kepada Kepala Dinas.

Pazal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang
Sosial menyelenggaralan fungsi

a

b.

(1

(2}

(1)

perumusan dan  pelaksanaan kebijakan teknis di  bidang
pemberdayaan sosial dan bantuan sosial;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan
sosial dan rehabilitasi sosial

Pasal 16
Bidang Sosial terdiri dari :

a.  Secksi Pemberdavaan dan Baotuan Sostal
b.  Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Seksi-Sekst sebagaimana dimaksud dalam zyat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vane berada di
bawah dan berfanggung jawab-kepada Kepala Bidang.

Pasal 17
Selsi Pemberdayaan dan Banmtvan Sosial mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan sosial dan baniuan sosial.



(2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitam Sosial  mempunyar tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
pelavanan sosial dan rehabilitasi sosial.

Bagian Keempat
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 18

(1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melzksanakan perumusan
dan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kerja,
peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja, pembinaan
Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

{2} Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawsb kepada Kepala Dinas

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Bidang Tenaga Kerja menyelenggzarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan
kerja, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaar.

Pasai 20
(1) Bidang Tenaga Kesja terdiri dari -
a.  Seksi Pelatihzn dan Penempatan Tenaga Kerjs,
b, Seksi Pembinzap Hubunsan Industrial dan Fengawasan
Ketenazakeriaan.
(2) Seksi-Seksi sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,
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Pasal 21

(1) Seksi Peiatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas

(2)

(1)

(2

merumuskan dan melaksanakan kebijakan tekmis di bidang
pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerje dan
penernpatan tenaga kerja dalam dan fuar negeri.

Scksi Pembinaan Ilubungen Industrial dan  Pengawasan
Ketenagakerjaan  mempunval  tumas merumuskan  dan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan hubungan
industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Bidang Transmigrasi

Pasal 22
Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan kebijakan teknis di bidang penyiapan areal, penempatan dan

pembinaan transmigrasi.

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawszh dan bertanpgung jawab kepada Kepala Dinas,

Pasgal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang
Transoigrasi menyelengearakan fungsi ;

i

(N

perumusan dan pelakeanaan kepijakan teknis di bidang penyiapan
sreal dan penempatan transmigrasi;

perumusan dan  pelaksznaan  kebijakan tekmis i bidang
pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya trensmigrasi.

Pasal 24

Bidang Transmigrasi terdiri dari :
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(2)

(1

(2)

(1}

(2}

a Seksi Penyiapan dan Penempatan Transenigrasi;
b Seksi Pembinaan Transmigrasi.

Seksi-Seksi sebapaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ridang

Pasal 25

Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
penyiapan areal dan penempatan transmigrasi.

Seksi Pembinaan Transmigrasi mempunyal tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan usaha
ekonomi dan pembinaan sosial budaya transmigrasi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

tfasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana - operasional
Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas. '

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh scorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
fasal 27

Pada Dinas Sosial Tenaga Keda dan Transmigrasi  dibenuk
UPTD BLK Muaro Sijunjung,

Susunan Organisasi, Tugas dan rFungsi UPTD BLE Muarg
Sijunjung ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

(1} Eelompok Jebatan Fungsional di Tingkungan Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai lugas melakukan
kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam avat
{1) berada di bawzh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB1V
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnoyva Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinast, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-
masing.

BABYV.
URAIAN TUGAS, PENGANGEKATAN DAN ESELON

Pasal 30

(1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang,
Kepaia Sub Bagian Kepala Seksi, Kepale UPTD dan Jabatao
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupari

{2) Kepala Dinzs, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seb
Bagisn, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

{3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala

Sub Bagian, Kepala Seksi, dan EKepala UPTD mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
KFTENTUAN PENUTLP

Puasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inl, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenapa Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sawablunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanasnnyva akan diatur lebih lanjut dengan
Eeputusan Bupati,

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SLIUNITUNG,
Do

DARILS APAN
Diundangkan di Muaro Sjjunjung
pada tanggal 23 Joni 2004

SEKRETARIE DAERALL
Do

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. D10087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SLIUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 30
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LEMBARAN DAERAI KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SITUNJUNG
NOMOR URUT 28 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SITUNJUNG

NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTO/SITUNJUNG,

Menimbang @ a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nemor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa
perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas
[aerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung,

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas
dan efisiensi Organisasi Dinas Kehutanan
sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk
merubah Struktur Organisasi dan Tata Ketja-
nya,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurif 2 dan b distas perlu
menetapken Peratnran Deerah tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan
dan Lingkungan Hidup,

Mengingat = 1. Undang-Undang Nomor |2 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Duerah Otonom Kalupatea
dalam linglungan Daerali Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
25),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkunzan Hidup (Lembaran
Wegara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 36997,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran MNewara
Noemor 3839);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran MNegara Tabun 1999
MNamor 167);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3848);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten ~ Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
{Lembaran MNegara Tehun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

Peraturan Pemerimtah Nomor 44 Tahun 1990
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadva
Daerah  Tingkat 11 Sawahlunto, Kabuparen
Daergh Tingkat 11 Sawahlunto/Sijunjung dan
Kabupaten Daerah Tingkat 1I Solok (Lembaran
Megara Tahun 1990 Momar 507,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004
tentang. ~ Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenanean Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor
3057):
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9. Peraturan Pemerintah Nomor ¥ Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasl Peranghkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

10, Keputusan Presiden MNomor 44 Tehun 1999
tentang  Tekhmis  Peovosunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
{ Lembaran Negara Tahun 1599 Nomor 70 );

TIlengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIHUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN DAERAH  KABUPATEN

SAWAHLUNTO / SIIUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KEHUTANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UM UM

Iasal 1

Dalam Peraturzn Daerah im vang dimaksued dengan :

b

b

Daeran adalah Kabupaten Sawabiunte/Sijunjung,

Pemedntah Daerali  adaiah  Pemerintash  Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung;

Bupati adalah Bupati Sawahiunto/Sijunjung,

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
Sekretariat Daerah adalah Sckretariat Daerah  Kabupaten
Sawahlunto/ Sijunjung;

Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daersh  Kabupaten
Sawahlunto/ Sijunjung;
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Dinas Kehutanan dan Linghkungan Hidup adafah Dinas Kehutanan
dan Linghkungan Hidup Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

8. Unit Pelaksans Tekms Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kehutanan dan Lmgkungan Hidup Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung.

BABIO
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUUNGSI

FPasal _2

Dinas kehutanan dan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana
Pemenntah Dazersh di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas  Kehutanan dan Lingkunpan Hidup mempunyal tugas
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan.

FPasal 4

Dalam melalsanakan {ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

8. perumusan kebijakan tekmis di bidang kehutanan dan lingkungan
hidugp;

b.  pemberian perizinar dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
kehutanan dan linglunsan hidup; '

¢. pembinzan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang
kenutanan; i

a. pengeiolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAR III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

{1} Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari -
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(2)

(3)

(1)

12)

Baglan Tata Ulsaha;

Bidang Bina Program:

Bidang Pengeloizan dan Planolog] hutan;
Bidang Perlindungan Hutan;

Bidang Lingkungan Hidup;

Umit Pelaksana Teknis Thinas;

Belompok Jabatan Fungsional,

B e

i

Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagan susunan organisasi Dinas  Kehutanan sebagaimana
terlampir, merupakan bagian yang rtidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 6
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pergncanaan,  surat  menyurat, Kkepegawaian, keuangan,

perlengkapan dan urusan umum;

Bagian Tata Uscha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian vang
berada di bawan dan bertangeung jawab kepada Kepala Dinas.

FPasai 7

Dalam melaksanakan tugas sebageimena dimaksud daiam Pasal &,
Bagian Tata Usaha menyelenguarakan fungsi :

o ofAn o

pelaksanaan perencanaan WL,

pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian,

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

pelaksanaan pengurusan rumah tanggs dan perlengkapan, sura
menyurat dan kearsipan,
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)

(2}

(1

(2)

(1)

(2}

Pasai B
Bagian Tata Usaha rerdiri dari

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawalar,
b, Sub Bagian Keuangan

Yub Bagian sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawal dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

Sub Bawian Umum dan Kepegawaiar mempunyal  TUgas
mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat
menyural. perlengkapan, urusan rumah tangga serta mMenyusun
bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administrasi kepegawaian;

Sub  Bapian Keuangan mempunyal fugas melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan
rencana angsaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus
pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan werifikasi,
serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Kedua
Bidang Binz Program

Pasal 10

Bidang Bina Program mempunyal wgas penyusuaan rencana dan
penkoordinasian program, melaksanakan kewiatan, pemantauan
dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
pengembangan  usaha  kehutanan, pengelolaan  hutan  dan
lingkungan hidup,

Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Bidang Bina Program menyelengearakan fungsi

a.

b.

(1}

(2)

(2)

pengkoordinasian program lingkop Dinas;

penvusunan rencana bidang pengelolaan den planolosi hutan,
bidang perlindungan huran dan bidane limgkungan hidup;
pelaksanaan pemantauan dan evaluast pengelolaan dan planologi
hrtan, perlindungan hutan dan lingkungan hidup,
pengumpulandata dan penvusunan laporan kegiatan Pengelolaan
dan Planologi Hutan, Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 12
Bidang Bina Program terdini dari :

a. Seksi Seksi Monitoring dan Evaluasi;
b. Seksi Perencanaan Umum Kehutanan dan Lingkungan.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. -

Pasal 13

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
pemantanan dan evaluasi Pengelolaan dan Planologi Huotan
Perlindungan Iutan dan Lingkungan Hidup;

Seksi  Perencanaan Umum Xehotanan dan  Linglungan
mempunyat  tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program Pengelolaan dan Planologi Hutan, Perlindungan Hutan
dan Linglkungan Hidup.
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(1)

(2)

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan

Pasal 14

Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan mempunyal tugas
melaksanakan kegiatan penyiapan pengelolaan hutan dalam
rangka memberikan dats dan informasi mengenai kondisi hutan,
memberikan  status  kawasan  hotan vang  menjamin  tujuan
pengelolasn hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan dalam
rangkas memperofeh manfaal vang optimal bagi kesejahteraan
seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga
kelestariannva,

Bidang Pengelolaan dan Plam:togi Hutan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pagal 14,
Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan menyelenggarakan fungsi

an FR

o

pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan;

pelaksanaan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan hutan;
pelalisanaan kegiatan penataan hutan;

pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan;

pengendalian kegiatan produksi hasil hutan;

- pengendalian peredaran hasil hutan dan pungutan di bidang

Eetutanan.

Pasal 16

{1} Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan terdiri dan

a. Selesi Pengelolaan Hutan;
b. Seksi Planologi Hutan.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Selsi vane berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal ¥7

Seksi Pengelolaan Hutsn melsksanakan sebagian tugas Bidang
Pengelolaan Hutan di bidang pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan dalam rangka menjaga agar hutan dan kawasan
hutan dapat dimanfzatkan dengan tetap memperhatikan sifat,
karakteristik dan kerentanannya, serta tidak mengubah fungsi
pokeknya, Produks: hasil hutan dalam rangka pengendalian
produksi hasil hutan kaye dan non kave sehingma terjamin
kesinambungan produksinya dan peredaran hasil hutan dan
pungutan dibidang Kehutanan,

Seksi Planologi Hutan melaksanakan sebapian tugas Bidang
Pengelolaan dan Planoclogi Hutan dibidang inventarisasi hutan
dalam rangks mengetahui dan memperoleh data dan informasi
tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta
lingkungannya secara lengkap, penpukuhan dan pifiata gunaan
hutan serta penataan hutan dalam rangka pengelolaan kawasan
hutan yang lebih intensif unfuk memperoleh manfast yang lebih
optimal dan lestari yang meliputi kegiatan pengelompokan
sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistim dan potensi vang
terkandung didalamnya.

Bagian Keempat
Bidang Perlindongan Hutan

Faezal i8

EBideng Perlindupgan Hutan mempunyal tugas melaksanakan
verlindungan hutan dalam rangka menjama hutan, kawasan hutan
dan linglungannya, agar fungsi lindung, fungsi konversi dan
fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari,

Bidang Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang berada di bawah dan bertangmung jawab kepada
Kepala Dinas. :



Pasal 19

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud Pasal [8, Bidang
Perlindungan Hutan menyelengzarakan flingsi

i
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

penyelensoaraan keriatan rehabilitast dan reklamasi hutan;
penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha
Eechuanan:

penvelenggaraan kegiatan pengamanan hutan,

Pasal 20
Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari :

a.  Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Kehutanan;
b.  Seksi Penyuluhan dan Pencamanan Hutan,

Seksi-Seksi sebagsimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin olel seorang Kepala Seksi vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Rehabilitasi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai
tugas pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka
penvusunan pedoman kepfatan rehabilitasi lahan dan reklamasi
hutan (reboisasi, pengayaan tanaman, penerapan teknik konvensi
tanah secara vegetatil dan sipil telmis pada lahan kotis dan tidak
produktif);

Scksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan mempunval tugas
penyuluban dan pengembangan usana kehutanar, melaksanakan
kegiatan-kepiatsn  pengembangan  usaha  kebutaman  (Huotan
Rakyat, Hutan Tansman Industri, sutera alam, lebah mady,
bamboo, sarang burung wallet dan hasil hutan non kayu) dan
pengamanan hutan mempunyar tugas pengaman butan dalam
rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan huten
dan hasii hutan serts mempertahankan dan menjaga hak-hak
Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan kawasan hutan,
hasil hutan, investasi dan perangkat vang berhubungan denpan
pengelolaan hutan.
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(1)

(2}

Bagian Keiima
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 22

Bidang Lingkungan Hidup mempunvai tugas, melakukan
pengawasan lerhadap kualitag lingkungan hidup, mengumpulkan
dan mengolah datz zmdal, menyusun analisa teknis amdal
pengelolaan limbah, koordinasi teknis amdal, menyvusun program
dan melaksanakan pemuolihan lingkungan  serta melakukan
pemantauan lingkungan hidup;

Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang berada di bawah dan bertangzung jawab kepada Kepala
Dinas.

. Pasaizs

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang
Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi ;

Or rRR oLp T

(1)

(2)

pengawasan kualitas lingkungan hidup,

pengumpulan dan pengolahan data amdal,

penyusunan analisa teknis amdal;

penyusunan analisa teknis amdal;

pengelolaan limbzh dan koordinasi teknis amdal;

penyusunan program dan melaksanakan pemulihan lingkungan;
pemantauan kualitas ingkungan hidup,

Pasal 24
Bidang Lingkungan Hidup terdiri dar :

a.  Seksi Pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup;
b.  Seksi Pemulihan Lingkungan

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksod dalam ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 25

Seksi  Pengawasan dan penpendalian Lingkunghan Hidup
mempunyal tugas pengumpulan dan penviapan bahan-bahan
dalam rangka penyusunan dan melakukan pengawasan terhadap
kualfitas lingkungan hidup, mengumpulkan dan mengolah data
amdal, menyusun anslizss teknis amdal, pengelolsan Hmbah,
koordinas: tekms amdal;

Seksi Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
penvusunan program dan melaksanakan pemulihan lingkungan

Bagian Keenam
[mit Pefaksana Teknis Dinas.

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis
operasional Dinas; :

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dhnas  Kehumtanan memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD
Persemaian dan Pengelolaan Hutan Tanaman;

Susunan Orgauisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Persemaian
dan Pengelo'aan Hutan Tanaman ditetapkan dengan Keputusan
Bupat.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jaliaten Fungsional

Pasal Z8
Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai

tegas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-
masing;
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2y Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksod dalam ayat
(1}, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas,

BABITV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnyva Kepala Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrast dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi sesual dengan tugas masing-
masing,

BAB Y
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON |

Pasal 30

(1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

{2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaln;

(3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub
Pagian, Kepaia Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada
peraturar: perundang-undangan vang berlaku,

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Womor 4 Tahun 12002 tentang



Susunan Chrganisasi Dinas Kehutanan Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung dan  Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunung Nomor 18 Tahun 2002 tentang  Susunan
Oreanisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman
Modal Kabupaten Sawahlumto/Sijunjung dinvatakan tidsk berlaku

lagi
Pasal 32

Hal-hal vang belum cukup digtur dalam Peraturan Daersh ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupatl,

. Pasal 34
Peraturan Draerah ini mulai berlalon pada tanggal divndanglkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Paraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. |

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SLJUNJUNG,
Do
DARIUS APAN

Diundargkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Jumi 2004

SEKRETARIS DALRAMN,
s

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SITUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 28
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SLIUNJUNG
NOMOR URUT 29 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SITUNJUNG

NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASL PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTGQ/SITUNJUNG,

Menimbang : a_ bahwa dalam rangka pelaksanaan Perasturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa
perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Sawahluntos/Sijunjung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan afektifitas
dan efisiensi Organisasi Dinas- Koperasi,
Perindustrian dan Perdapangan sebagai unsur
pelaksana, dirasa perlu untek merubah Struktur
Organisasi dan Tata Kerja-nys;

c. bahwa berdaserkan pertimbangan sebagnimana
dimaksud dalam hwiuf a1 dan b diatas perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Susuncn
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,
Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman
Maodal,
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Mengingat

i

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
25},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Asing (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 1, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 2818);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun
1981 Momor 11, Tambahan Lembaran Megara
Nomar 3193);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 temtang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 3214);

Undang-Lindang Nomor 5 Tahun 1984 tentans
Perindustria ( Lembaran Negara Tahun 1984
Nomeor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274 ),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian;

Undang-Undang Nomor ¢ Tamun 1995 tentang
Usaha Kecil { Lembzran Negara Tahun 1995
Nomaor 74, Tampahan Lembsran Negara Womar
3611 )

Undang-Undaig Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindunga Konsumen;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun
1999 Womor 60, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 3839);
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IZ.

14

15,

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 lentang

Perimhangan Keuangan antara Pemerinrah
Pusat dan Daerah (Lembharan Negara tahun
1999 Nomor 72, Tembahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kahupaten Dharmasrava,
Kabupaten Solok Selatan  dan Kahupaten
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4348):

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990
lentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Sawahlunto, Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Sawahlunto/Sijunjung dan
Kabupaten Daerah Tingkat IT Solok (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 50},

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otanom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomaor
3952,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14y;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun (999
tentang Tekhnis  Penyusunan  Peraturan
Perungang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan . Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor T0Y,
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SLIUNTUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SLIUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASL,  PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN
MODAL

BABT
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah Kabupaten
Sawzhlunto/Sijunjung;

3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Syunjung;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

5. Sckretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah Kabupaten
Sawshlunto/ Sijunjung;

6. Sekretaris Daerah - adalah  Sekretaris Daerah Kabupaten
Sawahlunto/ Sijunjung; :

7. Dinas Koperasi, Perndustrian, Perdagangan dan Penanamen
Modal adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal Kabunaten Sawahlunto/Sijunjung;

8 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
Kabupaten Sawablunto/Sijunjung.
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FINGSI

Fasal 2

Dinas Kaperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daeral dj bidang koperasi,
petindustrian, perdagancan dan pensnaman modal, dipimpin oleh
seotang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Dasrah.

Pasal 3

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dibidang koperasi,
perindustrian, perdagangan dan penanaman modal

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3. Dinas
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
menyelenggarakan fungs; -

2. perumosan kebijakan tekniz di bidang koperasi, perindustrian,
perdagangan dan penanaman modal; “

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum koperasi,
perindustrian, perdagangan dan Penanaman modal;

¢ pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang
koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman maodal;

d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas,

BAB 1
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 5

(1) Susunsn Orrganizsasi  Dipas Koperasi, Perindustrian dag
Perdagangan terdiri dari -

4. Bagian Tata Usaha:
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(2)

(1}

(2)

b, Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah:
Bidang Perindustrian:

Bidang Perdagangan:

Bidang Penanaman Maodal;

Linit Pelaksana Teknis Dinas { UPTD ¥,
Kelompok Jabatan Fungsianpal.

B oo

Bagiar, Bidang, Unit Pelaksans T eknis Dinas dan Kelompak
Tabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana terlampir, meripakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal &
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan

umum;

Bagian Tata Ussha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung fawab kepada Kepala Dinae

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian
Tata Usaha meryelenggarakan fungsi -

P Ooom

pelaksanasn pensbinagn Olgamisasi dan tata laksana:

pelaksanaan pengelolaan administ ag kepegawaian;

peiaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

pelaksanaan pengurusan rumak tangea dan perlengkapan, surat
menyurat dan kearsipan,
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(1)

(2)

(1)

{2)

(1)

(2)

Pasal §
Bagian Tata Usaha terdir] dag; :

4. Sub Bagian Umum dap Kepegawaian;
b.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayatr (1), niasing-
masing dipimpin olel) seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bagian.

Pasal 9
Sub  Bagian Umum dan  Kepegawaian nempunyai tugas
mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat
menyural serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tats
laksana serta memberikan pelavanan administras; kepepawaian:

Bagian Kedua
Bidang Koperasi, Pengusaha Keeil dan Menengah

Pasal 10

Bidarg Koperasi, Pengusaha Kecil dun Me=nengsh mempunya
gas  pelaksanaan Penyiapan rencana dan program Eahap
Perumusan  dap penjubaran kebijaksanaan, bimbingar,
pcmberduyaan koperasi, kelembagaan dan fusilitas; pembiayaan;

Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang vang berada d; bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas,
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Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

.

b,

Ly}

(1

(2}

(1}

(2)

penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran
kebijaksanaan teknis dan pemberdayaan koperasi;

penyiapan rencana dan  program proses  pendirian  dan
pembubaran, program penyuluhan dan pendidiken koperasi di
bidang kelembagaan koperasi;

pengelolaan dan pembinaan tenaga penyuluh koperasi / konsultan
koperasi, usaha kecil dan mencngah;

penyiapan rencana di bidang fasilitasi pembigvaan koperasi.

; Pasal 12
Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

4, Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah; i
b.  Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan,

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang,

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Ussha Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Manengah- mempynyai tugas menyusun reacana dan program,
menylaokan bahan perumusay dan penjabaran kebijaksanaan
tekuis dan bimbingan usaha koperasi, pengusaha kezil dan
mencengah serta wengelola dan membina tenaga peayuluh
lapangan / konsultan koperasi, usaha kecil dan menengah,

Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tuias
melaksanakan penyiapan rencana dan program proses pendirian
dan pembubaran koperasi, penyuluhan dan pendidikan koperasi di
bidang kelembagaan koperasi, penyiapan bahan perumusan dan

g



(1)

(2)

penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang
fasilitasi pembiavaan

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
pembinaan dan pensembangan sarans ysaha dan produksi,
peningkatan kerja sama dalam pemantauan serta evaluasi
pelaksanaan kebijaksanaan teknis industri:

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang
Perindustrian menyelenggarakan fungsi ;

d.

(1)

penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan
pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin‘peralatan,
bahan baku dan bahan penolong di bidang industri sert analisa
data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan nrusan
perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka:

penyizpan bahan bimbingan teknis dan penyeluhan, penanaman
modal, pemarfaztan fasilitas usaha, cara renggunaan bahan baku
den baban penolong, pencegahan percemaran serta urusan
perizinan industri hasil perianiar dan kehutanan.

Pasal 16
Bidang Perindustrian terdiri dari -

4. Seksi industn Logam, Mesin, Kimia dan Aneka,
b.  Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kult,
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2}

(1)

(2)

(1)

{2)

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam avar (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada di
bawsah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 17

Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunvai rigas
penviapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan
pabrik atau proyek, pemilikan dan pengounaan mesin/peralatan,
hahan baku dan bahan penolong di bidang industei serta analisa
data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan urusan
perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka,

Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kulit mempunyai tugas
Penviapan bahan bimbingan tekmis dan penyuluhan, penanaman
modal, pemanfaatan fasilitas usaha cara penggunasn bahan baku
dan  bahan penilong, pencegahan pencernaan serta umusan
perizinan indusn'ilhasﬂ pertanian dan kehutanan.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas penyiapan pemberian
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan
dan pengembangan sarana usaha peningkatan kerja sama dan
pemantauan serta evaluasi pelaksansan kebijaksanaan tekmis di
bidang perdagangan dalam negeri dan pembinaan pemasaran:

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kenzla Bidang vang
berada di bawah dan bertangguag jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melzksanakan tugas sebapaimena dimaksud Pasal 18, Bidang
Perdagangan meny=lenggarakan fungsi

i,

penyiapan pemheriaﬁ bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan,
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(1)

(2}

(1)

(2

(1

distribusi, pembinaan pemasaran, promasi serta pemantauan dan
evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri;

pemantauan, mengawasasi dan  memfasillasi  pelaksanasn
perlindunigan konsumen.

Fasal 20

Bidang Perdagangan terdini dari :

2 Seksi Usaha Perdsgangan Dalam Negeri, Promos: dan
Pemasaran; '

b.  Seksi Perlindungan Konsumen.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan Pemasaran
mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan teknis
terhadap  pelaksangan  kebijaksanaan  pembinaan  dan
pengembangan usaha perdaganpan, distribusi, serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri,
pelaksanaan  kebijaksansan pembinaan  dan pengembangan
pemasaran dan promosi produksi daerah:

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas memantay,
mengawasi  dan  memfasilitasi  pelaksanaan  perlindungan
konsumen,

Bagian Kelima
Bidang Penanaman Muodal

Pasal 22
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan

peftyiapan  pemberian  bimbingan  ieknis pelaksanasn
kebijaksanaan penanaman modal;



{2) Bidang Penanaman Modal dipimpin cleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaly
Dinas

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimans dimaks:d Pasal 22, Bidang
Penanaman Modal menyelenggarakan tungsi

4. pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang penanaman
maodal;
b. pemberian perizinan dan pengendalian penanaman modal,

Pasal 24

(1) Bidang Penanaman Modal terdii dari -

2 Seksi Perencanaan dan Promaosi;
b, Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal.

{2) Seksi-Seks sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepale Bidang,

Pasal 25

(1) Seks: Perencanaar dan Promasi mempunyai tugas melaksanakan
pendataan  investasi,  smalisis investasi,  penyusunan
pengembangan potensi daerah, promos! didatam dan luar neger:

(2} Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal memplnyai
tugas melaksanakan aplikasi investasi, pelayanan investasi,
pemberian jzin usaha tetap dan izin kerja tenaga asing,
pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

140



Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknjs Dhinas

Pasaj 26

(1} Unit Pelaksana T eknis Dinas adalah ungyr pelaksana teknis
operasional Ding 5;

{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh searang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pagal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai

{2} Kelompok Jahatan Fungsional sebagaimana dimaksyd avat (1)

ketua kelompok yang berada di bawah dap bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas 5 au kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas
yang bersanghran, '

BABTY
TATA KERTA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepals Bidang, Kenaly
Bagian, Kepala Syb Bagian, Kepaia Seksi, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisac; baik dalam lingkungan
masing-masing Maupun antar satuan organisasi sesual dengan tugas
masing-masing,
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BABV
URATAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Fasal 29

(1) Uraian tugss Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

{2} Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTI serta Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentitan sesuai dengan peratirran perundang-
undangan yang berlaku:

(3} Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Eepala Sub
Bagian, Kepala Scksi dan Kepala UPTD mengacu kepads
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlalkunya Peraturan Daerah_ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomar 12 Tahun 2002 tentang
Susunan Orgarisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Peraturan Daersh Kahupaten
Sawahjuntofﬂijunjung Momor 18 Tahun 2002 tentang  Susunan
Orgenisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkuugan dan Penanasman
Modz! Kzbupaten Sawahiunto/SHunjung dinyatakan tidak berlakn
lagi. .

Pasal 31
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksznaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupari.
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Pasai 32

Peratiuan Daerah inj mulai berlaky pada langgal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundansan Paratyran Dhaeraty ing dengan Penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sawah]untnISijunjung

Ditetapkan di  Muarg Sijﬁnjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATT SAWATILUNT( YSLIUNJUNG,

Dto
DARIUS APAN
Diundangkan di Muarg Sijunjung
Pada tanggal 23 Jyni 2004
SERKRETARIS DAERAH,

Dia )

Drs. SYAMSURIZATL,
Nip. 010087170.-

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN SAWAHOLUNTO /
SITUNJUNG TARTUN 2004 NOMOR - 29
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